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 Abstract: MAMASA merupakan salah satu wilayah yang 

berada di provinsi Sulawesi Barat, yang memiliki jumlah 

penduduk sekitar 175.500 jiwa dan memiliki aturan adat 

yang masih sangat kental. Beberapa diantara 

penduduknya melakukan pencabulan anak di bawah 

umur. Sehingga dalam hal ini penulis menjadikannya 

alasan untuk dilakukannya kegiatan penelitian untuk 

menganalisis bagaimana hukum adat berkontribusi 

dalam menyelesaikan kasus pencabulan. Kegiatan ini 

melibatkan tokoh adat, pemerintah, dan masyarakat. 

untuk mengetahui sejauh mana pengaruh hukum adat 

terhadap pelaku pencabulan anak di bawah umur, oleh 

karena itu Teknik analisis yang digunakan yaitu 

wawancara, menelaah lebih akurat kasus melalui 

platform online. Oleh karenanya penelitian dapat 

menghasilkan sejauh mana hukum adat dapat 

menyelesaikan kasus pencabulan anak di bawah umur. 
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PENDAHULUAN  
Hukum adat merupakan aturan yang masih berlaku di kabupaten mamasa untuk menagani 

sebuah kasus yang berkaitan dengan adat. Penerapan hukum adat yang baik dan tepat kepada 

pelanggar dapat menciptakan lingkungan sosial yang baik dan tepat kepada pelanggar dapat 

menciptakan lingkungan sosial yang baik. Motif seseorang melakukan pencabulan terutama 

terhadap anak di bawah umur sangat kompleks dan dapat melibatkan berbagai faktor psikologis, 

sosial, maupun lingkungan. Beberapa motif umum yang sering muncul  dalam berbagai studi 

kriminologi dan psikologi forensic adalah penyimpanan seksual (parafilia), dimana pelaku 

memiliki keterkaitan seksual yang menyimpang, seperti pedofilia, yaitu keterkaitan terhadap anak-

anak yang belum matang secara seksual, hal ini sering disebabkan oleh kelainan psikoseksual yang 

berkembang sejak remaja atau dewasa awal, budaya yang menormalisasi kekuasaan laki-laki atas 

perempuan dan anak-anak bisa menjadi latar belakang terjadinya pencabulan ini sering terjadi 

dalam konteks pelaku merasa “berhak” atas tubuh perempuan atau anak di bawah kuasanya, serta 

tubuh perempuan atau anak di bawah kuasanya, serta kurangnya pemahaman tentang Batasan, 

persetujuan, dan perlindungan anak dapat menyebabkan perilaku menyimpang. Kasus kekerasan 

seksual terhadap anak merupakan persoalan serius yang tidak hanya berdampak pada korban secara 

fisik dan psikologis, tetapi juga menguncang tatanan sosial masyarakat.  

Di Indonesia, berbagai kasus pencabulan terhadap anak terus meningkat setiap tahunnya. 
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 Salah satu wilayah yang masih memegang kuat nilai-nilai adat dan tradisi local adalah kabupaten 

mamasa, Sulawesi barat, yang dikenal masyarakat adatnya masih menjalankan adat dalam 

menyelesaikan berbagai konflik sosial. Motif seseorang melakukan pencabulan terutama terhadap 

anak di bawah umur sangat kompleks dan dapat melibatkan berbagai faktor psikologis, sosial, 

maupun lingkungan. Beberapa motif umum yang sering muncul dalam berbagai studi kriminologi 

dan psikologi forensik adalah penyimpangan seksual (parafilia), termasuk pedofilia, yang sering 

kali disebabkan oleh kelainan psikoseksual. Selain itu, budaya patriarki yang menormalisasi 

dominasi laki-laki atas perempuan dan anak-anak juga menjadi latar belakang tindakan pencabulan 

(Israpil, :2017). Kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan persoalan serius yang tidak 

hanya berdampak pada korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga mengguncang tatanan sosial 

masyarakat. Di Indonesia, berbagai kasus pencabulan terhadap anak terus meningkat setiap 

tahunnya. Salah satu wilayah yang masih memegang kuat nilai-nilai adat dan tradisi lokal adalah 

Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, yang dikenal karena masyarakat adatnya masih menjalankan 

hukum adat dalam menyelesaikan berbagai konflik sosial (Martinus, :2022). 

Di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, hukum adat tetap menjadi mekanisme utama dalam 

penyelesaian berbagai konflik sosial. Hal ini tercermin dalam praktik-praktik adat yang masih 

dijalankan oleh masyarakat setempat, seperti ritual Merenden Tedong dan Mebulle Bai. Ritual 

Merenden Tedong merupakan salah satu bentuk penyelesaian konflik yang dilakukan oleh 

masyarakat Toraja Mamasa. Ritual ini melibatkan tahapan mediasi, musyawarah, berjabat tangan 

dan berdoa, serta makan bersama. Nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam ritual ini, seperti 

Ma’bisara, Mesa Kada di Patuo, Patang Kada di Pomate, dan Sipapada, berfungsi sebagai 

landasan moral dalam proses rekonsiliasi dan perdamaian. Ritual ini tidak hanya menyelesaikan 

konflik, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan harmoni dalam komunitas. Selain itu, ritual 

Mebulle Bai juga digunakan sebagai ruang bersama untuk menyelesaikan konflik sosial di 

masyarakat Mamasa. Ritual ini memberikan kesempatan bagi semua pihak yang terlibat dalam 

konflik untuk berdialog dan mencapai kesepakatan secara damai, berdasarkan falsafah Ada’ Tuo 

yang menekankan pada musyawarah dan mufakat. Pengakuan terhadap peran hukum adat dalam 

penyelesaian konflik juga diakomodasi dalam kebijakan pemerintah daerah. Melalui Peraturan 

Daerah Kabupaten Mamasa No. 10 Tahun 2021 tentang Masyarakat Adat, pemerintah daerah 

mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta wilayah adatnya. Peraturan ini juga 

menetapkan pembentukan Komisi Masyarakat Adat yang memiliki tugas untuk memfasilitasi 

penyelesaian sengketa antar masyarakat adat dengan pihak ketiga, serta memastikan perlindungan 

dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat. Dengan demikian, di Kabupaten Mamasa, hukum adat 

tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme tradisional dalam menyelesaikan konflik sosial, tetapi 

juga mendapatkan legitimasi formal melalui peraturan daerah, yang memperkuat peranannya 

dalam menjaga keseimbangan dan harmoni sosial di tengah masyarakat.  

Masyarakat Mamasa seringkali lebih memilih penyelesaian secara adat karena dianggap 

lebih cepat, sesuai nilai-nilai mereka, dan dapat mengembalikan keseimbangan sosial yang 

terganggu oleh tindakan tidak bermoral seperti pencabulan. Pendekatan ini juga diyakini lebih 

menghindari konflik berkepanjangan yang bisa merusak hubungan antar keluarga atau kelompok 

(Stepanus et ai, :2020). Nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi, seperti rasa malu, kehormatan 

keluarga, dan tanggung jawab sosial, menjadi dasar pertimbangan dalam menangani persoalan, 

termasuk kasus pencabulan. Proses penyelesaian biasanya dilakukan melalui musyawarah adat 

yang melibatkan tokoh masyarakat dan lembaga adat, dengan tujuan utama bukan hanya 

memberikan sanksi, tetapi juga memulihkan hubungan sosial yang terganggu. Pendekatan ini 

diyakini lebih efektif dalam menciptakan kedamaian dan mencegah konflik berkepanjangan di 

tengah masyarakat. 
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METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, 

penelitian kualitatif deskriptif dilakukan untuk menjelaskan penelitian yang ada tanpa memberikan 

manipulasi data variabel yang diteliti dengan cara melakukan wawancara langsung. Untuk itu 

melakukan Teknik wawancara dan studi pustaka yang sebagai mana cocok dengan menggunakan 

metode penelitian kualitatif deskriptif dimana langkah-langkahnya meliputi:  

1. Studi Observasi Lapangan Observasi peneliti bisa mendapatkan pandangan, 

pengalaman yang dapat digunakan untuk mencari data yang akurat dan mendalam, 

bukan hanya mencakup apa yang di sampaikan oleh individu yang bersangkutan 

melainkan pemahaman yang mendalam tentang perilaku interaksi yang dapat diperoleh 

melalui observasi wawancara. Dengan pendekatan yang di gunakan peneliti dapat 

menggali informasi relevan yang dapat berkontribusi pada pengetahuan praktik di 

berbagai bidang pengetahuan.  

2. Studi Pustaka Penulis melakukan penelitian dengan mempelajari berbagai buku dan 

jurnal perpustakaan serta mencari referensi dengan memanfaatkan sumber internet. 

Adapun metode pengenmbangan sistem yang di gunakan peneliti “wawancara dan 

observasi”. Metode wawancara dan observasi ini merupakan cara kualitatif untuk 

memenuhi kebutuhan selama penelitian. Dalam memahami peran hukum adat dalam 

menyelesaikan konflik pencabulan terhadap siswi smp Langkah awal yang harus 

dilakukan adalah melakukan wawancara dan studi Pustaka terhadap nilai-nilai adat 

yang berlaku, struktur kelembagaan, serta respon masyarakat terhadap pelanggaran 

moral seperti pencabulan. Dari hasil observasi ini, peneliti dapat melakukan wawancara 

dengan tokoh adat, pemerintah, dan masyarakat untuk mengali pandangan mereka 

mengenai mekanisme penyelesaikan konflik secara adat. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum adat berperan signifikan dalam 

menyelesaikan konflik pencabulan yang melibatkan siswi SMP. Proses penyelesaian konflik 

melalui hukum adat tidak hanya berfokus pada aspek hukuman bagi pelaku, tetapi juga pada 

pemulihan martabat korban dan pemulihan hubungan sosial antar anggota Masyarakat. Tokoh adat 

dan Lembaga adat berperan sebagai medioator yang mengedepankan muasyawarah dan mufakat, 

serta encari Solusi yang dianggap adil oleh semua pihak. 

A. Hukum Adat 

Hukum adat adalah seperangkat aturan tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang 

dalam masyarakat adat, bersumber dari kebiasaan, nilai-nilai budaya, dan pandangan hidup 

Masyarakat setempat. Hukum ini mengikat anggota komunitas secara sosial dan moral, 

serta memiliki kekuatan mengatur dan menyelesaikan konflik di luar sistem hukum negara. 

Hukum adat adalah hukum murni yang lahir dari norma dan kebiasaan-kebiasaan yang di 

lakukan oleh masyarakat, hukum adat sangat di hormati oleh masyarakat adat karena 

hukum adat sudah ada dan mengantur Masyarakat sebelum adanya hukum yang berlaku 

sekarang (Alya Putri Yuliyani :2023). 

Hukum adat mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan berfungsi 

untuk menjaga keseimbangan sosial yang tidak selalu dapat dijangkau oleh hukum negara. 

Dalam konteks Mamasa, penyelesaian adat berfungsi meredam emosi kolektif masyarakat 
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 serta mencegah tindakan balas dendam atau kekerasan lanjutan antar pihak yang berselisih. 

Hukum adat cenderung bersifat restoratif dan berfokus pada perdamaian komunitas, 

sementara hukum negara lebih menitikberatkan pada perlindungan korban dan pemberian 

efek jera kepada pelaku. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak, segala bentuk kekerasan seksual terhadap anak harus diproses secara 

hukum tanpa terkecuali. Pakar hukum adat, Nurul Azizah (2017), menyebutkan bahwa, 
“Kelemahan hukum adat dalam kasus kekerasan seksual terletak pada minimnya 

keberpihakan terhadap korban, karena sistem adat lebih mempertimbangkan norma 

kolektif ketimbang pemulihan individu.” 

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan integratif di mana hukum adat dan hukum 

negara tidak saling menegasikan, tetapi bekerja bersama dalam koridor yang menjamin 

hak-hak korban, serta tetap menjaga harmoni sosial. Aparat penegak hukum juga perlu 

membangun komunikasi aktif dengan tokoh adat agar penyelesaian konflik tidak hanya 

bersifat simbolis atau kompromistis, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif. 

B. Konflik Sosial 

Konflik Sosial adalah suatu bentuk pertentangan atau ketegangan yang terjadi 

antara individu, kelompok, atau komunitas dalam Masyarakat akibat adanya perbedaan 

kepentingan, nilai, tujuan dan persepsi.  Konflik sosial dapat diartikan sebagai suatu 

pertentangan antara anggota Masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. 

Dengan kata lain intarksi atau proses sosial antara dua orang atau lebih dimana salah satu 

pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghacurkannya atau setidaknya 

membuatnya tidak berdaya. Konflik sosial dapat didefinisikan sebagai ketidak cocokan 

kepentingan, tujuan, nilai, kebtuhan, harapan, atau konsmologi sosial (idiologi) (Wahyudi, 

:2021). 

Konflik sosial merupakan bentuk pertentangan antarindividu atau kelompok dalam 

masyarakat akibat perbedaan nilai, kepentingan, atau persepsi terhadap suatu peristiwa. 

Dalam kasus pencabulan terhadap siswi SMP di Mamasa, konflik sosial muncul bukan 

hanya sebagai reaksi terhadap tindakan kriminal itu sendiri, tetapi juga akibat ketegangan 

antar keluarga, desakan masyarakat, tekanan sosial terhadap korban, dan tarik-menarik 
antara penerapan hukum adat dengan hukum formal. 

Konflik semacam ini menjadi semakin kompleks ketika menyangkut masalah moral, 

kehormatan keluarga, dan nama baik komunitas. Di Mamasa, masyarakat masih memegang erat 

norma adat yang mengutamakan musyawarah, kedamaian, dan penyelesaian internal tanpa 

menimbulkan keretakan sosial. Namun, pada saat yang sama, negara melalui sistem hukum formal 

memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan terhadap korban, 

terlebih dalam kasus yang menyangkut anak di bawah umur. 

C. Hukum Adat dan Konteks Sosial 

Hukum adat di Indonesia, termasuk di Mamasa, sering kali menjadi rujukan dalam 

menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan melalui hukum formal. Dalam 

konteks pencabulan, hukum adat dapat memberikan pendekatan yang lebih manusiawi dan 

sesuai dengan nilai-nilai masyarakat setempat. Proses penyelesaian konflik melalui hukum 

adat tidak hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban. 

Dalam banyak kasus, hukum adat memberikan ruang bagi korban untuk mendapatkan 

dukungan psikologis dan sosial dari komunitas. Ini penting untuk membantu korban pulih 

dari trauma yang dialaminya. 

D. Tantangan dalam penerapan Hukum Ada 
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 Meskipun hukum adat memiliki banyak kelebihan, terdapat beberapa tantangan 

yang perlu dihadapi: a) Persepsi Masyarakat, Tidak semua masyarakat memahami atau 

menerima hukum adat sebagai solusi. Beberapa orang mungkin lebih memilih jalur hukum 

formal, yang dianggap lebih objektif dan adil. b) Keterbatasan Pengetahuan, banyak 

masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukum adat dan 

prosedurnya. Hal ini dapat menghambat proses penyelesaian konflik. c) Konflik dengan 

Hukum Formal, Terkadang, hukum adat bertentangan dengan hukum formal yang berlaku. 

Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian dalam penyelesaian kasus. 

E. Peluang Untuk Penguatan Hukum Adat 

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum adat melalui pendidikan dan 

penyuluhan dapat membantu masyarakat lebih menerima dan memahami proses 

penyelesaian konflik. Membangun kolaborasi antara hukum adat dan hukum formal dapat 

menciptakan sistem hukum yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan 

masyarakat. Memberdayakan tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses 

penyelesaian konflik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum adat. 

F. Proses Penyelesaian Konflik 

Dalam kasus pencabulan siswi SMP Mamasa, proses penyelesaian konflik melalui 

hukum adat dapat melibatkan beberapa langkah: a) Musyawarah adalah metode utama 

dalam hukum adat. Semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan tokoh 

masyarakat, berkumpul untuk membahas masalah tersebut. Dalam musyawarah ini, 

diharapkan tercapai kesepakatan yang adil. b) Jika pelaku terbukti bersalah, sanksi adat 

dapat diberikan. Sanksi ini bisa berupa denda, permintaan maaf, atau tindakan lain yang 

dianggap pantas oleh masyarakat. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan 

mencegah terulangnya perbuatan serupa. c) Setelah sanksi dijatuhkan, penting untuk 

memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, serta antara keluarga mereka. Hukum 

adat mendorong rekonsiliasi dan penguatan kembali ikatan sosial dalam komunitas. 

KESIMPULAN 

Hukum adat merupakan aturan yang berlaku disetiap wilayah, salah satunya di Kabupaten 

Mamasa yang memiliki hukum adat dalam menangani sebuah khasus yang berkaitan dengan adat. 

Dimana hukum hukum adat mengikat setiap Masyarakat secara sosial dan moral, Hukum adat ini 

memiliki kekuatan yang dapat mengatur dan menyelesaikan konflik atau masalah diluar sistem 

hukum negara. Salah satu konflik yang dapat diselesaikan oleh hukum adat ialah pencabulan 

dimana pencabulan ini adalah aktiivitas yang melanggar norma kesusilaan dan hukum, tanpa 

adanya persetujuan dari korban atau dilakukan secara paksa dan kebanyakan korbanya adalah 

anak dibawah umur. Karena banyak anak yang sering mendapatkan perlakuan tersebut bahkan 

dari keluarg atau pun orang tua mereka. Dari kasus ini penulis mengaitkan hukum adat dengan 

penyelsaian kasus penvcabulan,karena untuk menyelisesaikan masalah ini di lingkungan 

Masyarakat selalu terlebih dahulu mengunakan hukum adat akar bisa menyelesaikan masalah 

tampah\konflik tanpa sistem hukum negeri. 
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